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Pasal 4 

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, 
bagi Dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus 
menghasilkan: 
a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional 

terakreditasi; atau 
b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal 

internasional, paten, atau karya seni monumental/desain monumental, 
dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. 

(2) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b harus diakui oleh peer review nasional dan disahkan oleh 
senat perguruan tinggi. 

(3) Ketentuan mengenai kriteria karya ilmiah dan karya seni monumental/ 
desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini. 

Pasal 4 

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah di Indonesia, 
bagi dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus 
menghasilkan: 
a. paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional 

terakreditasi; atau 
b. paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal 

internasional, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun. 
(2) Selain menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dosen yang memiliki jabatan akademik Lektor Kepala harus menghasilkan: 
a. buku atau paten; atau 
b. karya senimonumental/ desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) 

tahun. 
(3) Karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) huruf b harus diakui oleh peer review nasional dan disahkan oleh 
senat perguruan tinggi. 

(4) Ketentuan mengenai kriteria karya ilmiah dan karya seni monumental/ 
desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
Peraturan Menteri ini. 

 


